BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada kajian pustaka dan pada

pembahasan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi
membuat kewenangan Komisi Yudisial menjadi terbatas. Kembalinya
Penguatan Komisi Yudisial ini trermuat dalam UU Nomor 18 Tahun
2011 Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Komisi Yudisial
dengan mekanisme kewenangan meliputi pemantauan, menerima
pengaduan, klarifikasi, verifikasi dan pemberian sanksi terhadap hakim
terkait pelanggara kode etik hakim.Padahal kelahiran Komisi Yudisial ini
juga di dorong antara lain tidak efektifnya pengawasan internal
(fungsional) yang ada di badan-badan peradilan. Tidak -efektifnya
pengawasan internal tersebut disebabkan antara lain: (1) kualitas dan
integritas pengawasan tidak memadai, (2) proses pemeriksaan disiplin
yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat
yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta
hasilnya (ketiadaan akses), (4) semangat membela korps (esprit de corps)
yang mengakibatkan penjatuhan hukum tidak seimbang dengan
perbuatanNamun pada prakteknya terdapat hambatan yang dihadapi

terkait pelanggaran kode etiknya hingga pengaduan yang banyak bukan
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terkait pelanggaran kode etik yang harus diawasi oleh Komisi Yudisial
sehingga belum dirasakan penuh kemanfaatan hukum dengan adanya
komisi ini disamping itu, pelaksanaannya masih diragunakan bahkan
oleh pelaku pelanggaran kode etik sampai juga pada tataran dimana
fungsi pengawasan eksternal Komisi Yudisial masih yang sudah jelas
absolut wewenangnya menurut UUD 1945. Namun prakteknya banyak
kritik terhadap lembaga ini. sehingga membuat fungsi pengawasan hakim
dalam hal ini fungsi ekternalnya pengawasan hakim oleh Komisi

Yudisial masih jauh dari harapan dan cita-cita UUD 1945.

2.Komisi Yudisial dalam melaksanakannya fungsi pengawasan kode etik
hakim sangatlah penting keberadaanya di dalam lingkungan peradilan
terlebih sebagai pengontrol hakim yang bertujun menjaga marwah
peradilan melalui perbuatan hakim dalam hukum. Keberadaan Komisi
Yudisial juga menjadi pilihan masyarakat yang terbebani bahkan
dikecewakan dengan tindak-tanduk hakim dalam kaitan pelanggaran kode
etik hakim. Meskipun begitu, terdapat kekurangan yag ada pada badan
Komisi Yudisial yang tak dapat dipungkiri seperti terbatasnya sumber
daya manusia (SDM), belum memadainya penghubung perwakilan komisi
yudisial dan penjatuhan sanksi yang masih Rekomendatif masih menjadi
tugas tersendiri dalam perkembangan komisi ini. sehingganya Komisi
Yudisial tetap berupaya menjaga marwah peradilan. Oleh karena itu,
dalam hal menjaga marwah peradilan inilah Komisi Yudisial selalu

berupaya meningkatkan sumber daya manusianya, meningkatkan dan/atau
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memperluas kontrol perilaku hakim dengan membangun penghubung
perwakilan badan Komisi Yudisial di beberapa daerah untuk saat ini,
selalu melakukan inovasi dalam hal pengaduan pelanggaran kode etik
hakim dan melakukan yang terbaik dalam menangani kasus pelanggaran
kode etik berupa rekomendasi penjatuhan sanksi baik ringan, sedang
bahkan yang berat. Dalam hal inilah Komisi Yudisial selalu mencoba
merekontruksi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan seperti yang
telah disebutkan diatas, agar tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan
hakim yang dalam pelaksanaannya berdasarkan penguatan kewenangan
yang sesuai dengan UU dan agar asas kemanfaatan hukum dapat

diwujudkan dengan semestinya.

5.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah menjadi uraian terkait pengawasan yang
dilakukan olen Komisi Yudisial dalam menegakkan, dan menjaga marwah

peradilan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial merupakan komisi yang independen yang keberadaannya
sangat penting dalam menegakan, menjaga kehormatan martabat serta
perilaku kode etik hakim, jadi selayaknya lembaga negara lain yang
memiliki wewenang yang kuat dalam sistem ketatanegaraan bahkan
dalam penerapannya, sehingga tidak perlu ada lagi pertentangan bahkan
kontroversi akan wewenang Komisi Yudisial bahkan setelah adanya

putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus hakim mahkamah
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konstitusi dalam ranah pengawasannya. maka Komisi Yudisial
diharapkan dalam pengawasan terhadap hakim diberikan suatu
kepercayaan lebih lagi di dalam dari lembaga negara lainnya agar dapat
melaksanakan fungsi pengawasannya tanpa diragukan atau dikucilkan
olenh lembaga negara lainnya.Komisi Yudisial Bersama Mahkamah
Agung yang sama-sama memilki peranan penting di dalam mengawasi
perilaku hakim, dapat di harapkan bisa dapat bekerja sama dengan baik
dalam menekan dan/atau meminimalisir pelanggaraan kode ertik baik
dalam fungsi pengawasan internal maupun fungsi pengawasan

eksternalnya.

2. Komisi Yudisial sebagai pengemban tugas mengawasi hakim ‘nakal’ yang
melakukan pelanggaran kode etik pada prakteknya tidak perlu diragukan
lagi pengawasannya sebagaimana hukum positif memberikan
kewenangan kepadanya, bahkan dalam hal menjalankan fungsi
pengawasan guna meminimalisir pelanggaran kode etik diharapakan
harusnya pemberian sanksi sepenuhnya menjadi tanggungjawab Komisi
Yudisial karena memiliki peranan penting namun seiring dengan
perkembangan hukum disamping itu juga sangat diharapkan adanya
sosialisasi kepada masyarakat terkait apa dan bagaimana pengawasan
eksternal bagi hakim itu sebenarnya, agar tidak terjadi multi tafsir antara
pengawasan yang internal yang merujuk pada tingkah laku hakim serta
sanksinya dapat bersifat mutlak bukan bersifat rekomendasi sebagaimana

UUD 1945 amanatkan dan penghubung-penghubung perwakilan badan
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Komisi Yudisial diberbagai daerah guna menjaga marwah peradilan yang
mencerminkan jujur, adil dan bersihn maka diperlukan perluasan
penghubung-penghubung di keseluruhan wilayah di indonesia sebagai
cerminan wujud adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan ceck and
balances pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik

Indonesia.
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